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PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di

lingkungan RSUD Ajibarang untuk melakukan

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,

perlu disusun pedoman umum penanganan pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur

tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan

(Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di

Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);



10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38

Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 90);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007

Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011

Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN

UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER

SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan

untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

pemerikaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

berdasarkan peraturan perundangan.

(3) Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang

berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi

tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses

informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi

tersebut.

(4) Whistle Blower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan

dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau

akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan

dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan

RSUD Ajibarang.

(5) Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD

Ajibarang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima

pengaduan dari whistle blower, menyelidiki, memproses dan

menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Direktur.

(6) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

Pasal 2

Tujuan pedoman umum sistem penanganan pengaduan tindak pidana

korupsi di lingkungan RSUD Ajibarang adalah :

a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi

di lingkungan RSUD Ajibarang;



b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan

administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta

persaingan usaha tidak sehat;

BAB II LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

(1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan

yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur

tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan RSUD Ajibarang .

(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan,

Whistle Blower System harus memberikan indikasi awal yang dapat

dipertanggungjawabkan, meliputi :

a. Masalah yang diadukan (What) Berkaitan dengan substansi

penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa

awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak

sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta dampak adanya

penyimpangan;

b. Pihak yang bertanggung jawab (Who) Berkaitan dengan siapa yang

melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat

diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang

perlu dimintakan keterangan/penjelasan;

c. Lokasi Kejadian (Where) Berkaitan dengan dimana terjadinya

penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan

ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam

menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;

d. Waktu kejadian (When) Berkaitan dengan kapan penyimpangan

tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup

penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan

proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan

kriteria yang berlaku;

e. Mengapa terjadi penyimpangan (Why) Berkaitan dengan informasi

penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang

melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang

melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada JDIH

Kabupaten Banyumas pembuktian unsur niat (intent);

f. Bagaimana modus penyimpangan (How) Berkaitan dengan bagaimana

penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam



penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk

meyakini penyembunyian (concealment) dan pengkonversian

(convertion) hasil penyimpangan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima

Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.

(2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

(3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat

terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan

profesional Auditor, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti jika

minimal memenuhi kriteria 3W (What, Where, When).

(4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis

dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan

tersebut.

(5) Setiap whistle blower dalam menyampaikan pengaduan dilakukan dengan

menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

(6) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan whistle

blower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan

mengundang whistle blower untuk memperoleh tambahan informasi

sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat secara langsung

disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :

a. Kotak pengaduan yang ditempatkan di lingkungan RSUD Ajibarang

Kabupaten Banyumas;

b. Melalui handphone nomor : 081390483929

c. email : whistleblowerrsudajb@gmail.com

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 6

Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut

dengan melaporkan ke Inspektur Kabupaten Banyumas, dan pengaduan yang

tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.

mailto:ajb@gmail.com


BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER

Pasal 7

Perlindungan atas kerahasiaan identitas Whistle Blower akan diberikan

kepada Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi

TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai RSUD Ajibarang

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 3 Januari 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA
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